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MEMNTERI KEUANGAN
FREPUBLIK N ONER A
- SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KBUANGAN

NOMOR 388 /8MK, 0172007

TENTANG

PELIMPATIAN WIWTNANG KEPADA STALF AMLI MENTERI KEUANGAN
BIDANG PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERT KEUANGAN
MENANDATANCGANT SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN
DI TINGKUNGAN BADAN PENIIDIKAN DAN PELATHHIAN KEUANGAN
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MENTERT KEUANGAN,
bakiwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/PENS Tahan 2006
tanggal 21 Desember 2006, Saudara Dra. Noor Fuad, MBc., Kepala
Radan Perwlidikan dan Polatihan Kevangan (BPFK), diberhentikan
dengan hormat scbagal Pegawal Negerd Sipil karena lelah mencapal
usla pensiurny

bahwa untuk mengisi kekogongan pejabat Eselon I Fepals Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kenangan, Menteri Kenangan dengan Surat
Pemnberitahuan Nomor: PENM-TT4/ MICO1/ 2007 tanggal 15 Pebruar: 2007
menunjul Staf Alll Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara
sebagal Pejubal Penggarnt Semaentara (Pgs.) Kepala Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 1 februari 2007;
bahwa guna kelancaran pelaksanaan anggaran, dipandang periu untuk
melimpatikan wawenang kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Didang
Penerimaan Negara selaku Pejabat Pengpanti Somnenlara (Pgs.) Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kevangan uniuk dan atas nama
Menteri Keuangan menandatangani Surak dan atau Keputusan Menter
Keuangan i Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
Lalwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hupat
a, b, dan ¢, perlu menctupkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pelimpahan Wewenang kapada Staf Ahli Menter Heuangan Bidang

CPanerimaan Negara  untuk darn atas nama  Maenter Keuangan

menandatanganl Surat dan atau Keputusan Mentert Kenangan d
Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
L,l'mimgnll_indaﬁg Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(t.embaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Teambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nowor 4286);
Undang--l;lndmig Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahacaan Negara
(Lembarin Negars Bep ublik Indonesia Tahun 2004 Nomoy 5, Fau_\bahan
Lembaraa Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);
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MENTERI KEUANGAN
- NEPLOLIK IMUCNESIA

A Uncigngﬂm’i;—'mg Nomaor 18 Talan 2006 rentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan [embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4062);

A 1?91”’leban Presiclen  Nomor 42 Tahun 2002 tentang  Pedoman
:L-_czi'j:,il\.mnniu*l Anggaran l-’r'm‘dmpat:m dan Belanja Negarva (Lembaran
Negara Republik _I'm,lmnesla Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan
[;.%erm:mrn!;\. Megara Republik [ndonesia Nomor 4712) sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
;[.\]E!EEL).‘& Ri&l‘.‘!\.lbhk‘ [ndonesia Nomor 92 Tabun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 441d),

Kepulusan Presiden Nomor 20/ 1 Tahan 2005;

6. Peraturan Menleri Kenangan Nomor 134/ PMIK06/ 2008 tentang
TPedmmnan Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja N'fegara :

7 Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 131/ PME.01/2006  tentang
Organisasi dan Tata Kerjn Depariernen Ksuangan sebagaimana telak
diubah dengan Peraturan Menten Kenangan Normor 54/ PMK.Q1/ 2007,
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN  MENTEKL KEUANGAN  TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG KEPADA STAY ALY MENTERL KEUANGAN BIDANG
PENERIMAAN  NEGARA UNTUK DaN  ATAS NAMA MENTER]
KEUJANGAN MENANDATANGAMNI SURAT DAN ATAU KRPUTUSAN
MENTER] KFUANCGAN DI LINGEKUNGAN BAD AN PENDIDIKAN DAN
PHLATIHAN KEUANGAN.

Membarikan kewenangan kepada Siaf Al Menteri Keuangan Bidang
Penerimann  Negara  ouluk dan atas  nama  Mengeri Kenangan
menpandatangani  suvat dan  atan  Kepuiusan Menteri  Keuangan  di
Lingkungan Badan Poadidikan dan Pelatiban Kenangan sebagaimani

sditetapkan dalam Lampican Keputusan Menter Kevangan ind

Dalam melaksanakan kewenangan sebagabmani dimaksud dalam Diktum
PERTAMA terspbut ddi atas, pejebat yang ditunjuk wajib memperhatikan
ketenluan peraturan pel undang-undangan yang berlaku,

Kepufusan Mentert Kenangan ind mulai berlaku pada ranggal ditet;p"kan
sarnpal dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Badan Pendicikan
dan Pelatthan Keuangan. '
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Salinan Keputusan Menterd Keuangan ini disampa kan kepada Yt

1. Ketua Badan Pamaeriksa Keuangan,
2 Stal Ahli Menteri Kedangan Bidang Penevimann Negara;
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MENTER) KELANGAN
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3. luspekiur Jenderal Departemen Keuangan;
4 Sekvetaris Jenderal Departemen Keuangan,
5. Kepala Badan Pendidiban dan Pelatihan Kenangan Departemen
Kevangan,
b, Kepala Bira Flikum, Sekretaviat Jenderal Departemen Keuangan,
7. Kepala Blro Perencanaun dan Ketangan, Sekretarial Jenderal
Drepartemen Kesangan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Sepresber 2007
MENTERIKEUANGAN,
: itd
Salinan sesual dengan ashiny, o SRIMULYANI INDRAWATT
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LAMPIRAN
KEFUTUSAN  IMENTRERE  KLRDAMNGAN
MORKMOIR '}E-B{[\’[\-T | /2 THNTANG
PELIMPAH SR 5\'%;%'9&[»\?%{&&9&[“\ STAR
AL MENTERD KEUAMOAN  BIDANC
TBNERIMAAN NEGARA UNTLIR
MENANDATARG AN SURAT AN ATAL
KEPUTUIAN  MLENTERD KeualGAN D}
CINGEGHGAN QADAN PRHDIDIKAN DAN
SOLATIHAN KEUANGAR

MENTERI KELVAMGAN
REPURLIK INOOMERIA

WEWENANG YANC DILIMEFAHKAN

NEPADA STAF AHLI MENTERI KELANGAN BIDANG PENERIMAAN NEGARA
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MATERI YANG DILIMPARICAN —}
Penunjukan Kuasa Fengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas |
Melakukan Pemungulan Penerimaan Negara, Pejabat yang Maelakukan Tindakan
yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Atagan Langoung Bendahara, dao Pemegang Uang Muka
di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kenangan Departemen Kevangan.

Penyusunan tarit ¢i bidang pendidikan, pelatihan, dan penataran sebagaimana
ditetapkan  dalarn Tampiran X1 Keputuean  Menteri  Keuangan  Nomor
371/ KMR.01/ 2002,

Pembentukan, Fengangkatin, dan Penctapan tim-tim/panitia yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPK sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran X1 Keputusan Menteri Keuangon Nomor 371/ KMK.01/ 2002.
Menandatangani Renjn-KL, RIKA-KL, usulan vevisi DIPA, penandatangan DIPA
selain Bagian Anggaran 0153, surat pernyataan tanggung jawab dan laporan

Kauangan. —_ —

INTERI KEOANG
Sulinan sesual dengan aslinya, MENTERIKEUANGAN,

. i
A TS R SR MULYANI INDRAWATT

B grun T.UL l%} R ITIT

- ' fsﬁcﬁ)}?ﬁ;{"“'

e ey ey

s-?\ _‘.f ;
# S RRIALTIO 7
NIPO@O{;‘HW e

Lt g




